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ABSTRAK

Nama : Muhammad Hanif

NIM : 150106020

Fakultas : Syari‘ah dan Hukum

Judul : Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di

Baitul Mal Aceh (Studi pada dinas keuangan Aceh).
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I  : Dr. Armiadi, S.Ag., Ma
Pembimbing II : Muhammad Igbal, M;M
Kata kunci : Pengelolaan, Zakat, PAD, Baitul Mal Aceh

Pengelolaan zakatwsebagai PAD oleh Baitul Mal Aceh masih mengalami
berbagai kendala yang dikarekan belum belum adanya pengaturan khusus
ketika zakat menjadi penerimaan PAD (baik sebagai PAD Aceh maupun PAD
Kabupaten/Kota). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui \perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan zakat oleh Baitul
Mal ‘sebagai PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuanlitatif dan
jenis ' penelitian hukum empuris. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa
perencanaan pengelolaan zakat ‘oleh 'Baitul Mal sebagai PAD dilakukan
dengan penyusunan program pengelolaan zakat, mempersiapkan tenaga SDM
yang kompeten dalam pengelolaan zakat sebagai PDA serta mempersiapkan
antisipasi kemungkinan terjadinya kendala pengelolaan zakat sebagai sebagai
PAD. Pengorganisasian pengelolaan zakat”oleh Baitul Malisebagai PAD
dilakukan dengan membentuk. panitia zakat yang diberikan tugas dan
tanggungjawab dalam menjadikan zakat sebagai PAD. Pelaksanaan
pengelolaan zakat oleh Baitul-Malisebagai-PAD dilakukan dengan ketentuan
zakat yang dikelola Baitul Mal Aceh sudah dinyatakan sebagai sumber PAD,
maka wajib disetor ke kas daerah dan penyalurannya harus tunduk kepada
aturan tentang pengelolaan keuangan daerah seperti UU No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Permendagri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA). Pagawasan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal
sebagai PAD secara internal dilakukan oleh pihak Baitul Mal dengan bekerja
berdasarkan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatan, adanya pembandingan pelaksanaan dengan standar evaluasi, serta
adanya pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan dalam pengelolaan
zakat sebagai PAD. Secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Dewan
Pertimnbangan Syariah, Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan
kewenangannya.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun

1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket. No. | Arab Latin Ket.
Tidak .

1 | Dilam- 16 1 ¢ t dengan titik

i di bawahnya
Bangkan
dengan titik
L z deng
’ - > 17 ¢ di bawahnya
3 o T 18 & 3
. ; s dengan titik .
4 4 > di atasnya \ ¢ G
5 z J 20 - F
h dengan titik .

6 c % di-bawahnya ! © Q

7 ¢ Kh 2 & K

8 2 D 23 J L

9 5 7 "4 d§ngan titik 24 . M

di atasnya

10 0 R £ O N

11 ) Z 26 9 4

12 O S 27 ° H

13 o Sy 28 s ’

14 < s dengan titik 29 R

- . di bawahnya @
. d dengan titik
15 - d di bawahnya
2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vocal dalam bahasa Indonesia, yaitu

terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

vil




Tanda Nama Huruf Latin

Fathah A
Kasrah I
& Dammah U

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterainya sebagai berikut:

Tanda dan Nama Gabungan Huruf
Huruf
e Fathah dan ya Ai
i Fathah dan waw Au
Contoh:
&b s kaifa Jsx :haula
3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai.berikut:

Tanda dan Nama Huruf'dan Tanda
Huruf
o Fathah dan alif atau A
ya
¢ Fathah dan ya I
s & Fathah dan waw U
Contoh:
Ja : qala J8 - gila

2D ramd J59  : yagilu

viii



4. Ta Marbutah (3)

Ada 2 (dua) transliterasi bagi ta marbutah.

a.

Ta Marbutah (¢) hidup, yaitu Ta Marbutah ( & ) yang hidup atau
mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah. Transliterasinya adalah t.
Ta Marbutah (3) mati, yaitu Ta Marbutah ( 3 ) yang mati atau mendapat
harka tsukun. Transliterasinya adalah h.

Bila suatu kata berakhiran dengan huruf Ta Marbutah (3) dan diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata

tersebut terpisah, maka Ta Marbutah ( ) itu di transliterasi dengan h.

Contoh:

Sl dsss  : Raudah al-Quran

gjjﬁﬂ 41,_,_;4]/ : al-Madinah al-Munawwarah
4k : talhah

. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama
lainnya ditulis. sesuai kaidah penefjemahan. Contoh: Hamad ibn
Sulaiman.

Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti:
Mesir, bukanmisr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam bahasa Indonesia tidak

ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan tasawuf.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau
badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan
syariat islam.! Sedangkan pengeloldan zakat adalah kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat.” Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam
undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peéngelolaan serta fungsi
Lembaga Amil zakat. Zakat juga dinilai penting bagi negara karena merupakan
salah satu sumber pemasukan bagi kas negara yang memiliki potensi sangat
besar dalam membangun perekonomian negara dan masyarakat.

Aceh sebagai daerah yang menerapkan pelaksanaan syari’at islam
berdasarkan pemberian otonomi- khusus dari pemerintah pusat terhadap
pemerintah aceh mesti sejatinya memiliki regulasi yang kuat dan komprehensif
dalam mengatur pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi
Islam yang dapat di andalkan.“Pemberian hak khusus bagi aceh meliputi
pelaksanaan hak kehidupan “beragama, - pelaksanaan kehidupan adat,
pelaksanaan pendidikan, dan-peran-ulama-.dalam penetapan kebijakan daerah.
Hal tersebut diwujudkan salah satunya dalam bentuk pelaksanaan hukum islam
bagi masyarakat aceh.’

Aceh yang sejatinya menjaankan prinsip syari’at islam seharusnya
memberikan perhatian yang sangat penting mengenai pengelolaan zakat.

Ketentuan yang sekarang ada sebenarnya masih umum sehingga membutuhkan

! Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

2 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

3 Fuadi, Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak
Penghasilan Terhutang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
Aceh, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Asy-Syirah, Nomor 2, Th. XLVIII Desember 2014,
hlm.426.



derivasi lain yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi saat ini. Apalagi jika
dikaitkan dengan beberapa kekhususan yang diberikan untuk Aceh dalam
menerapkan asas Lex specialis dalam kebutuhan hukum masyarakat yang di
bingkai dalam hukum syari’at Islam.

Pada awalnya ketentuan zakat diatur dalam ganun nomor 7 tahun 2004
tentang pengelolaan zakat, yang mana dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan
“bahwa badan baitul mal adalah lembaga daerah yang berwenang melakukan
tugas pengelolaan zakat” dan harta agama lainnya di provinsi Aceh”.?
Kemudian zakat juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 atau
Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan kemudian pemerintah aceh
menyempurnakan peraturan mengenai zakat dengan dikeluatkannya ganun
khusus yaitu Qanun Aceh no 10 tahun 2007 tentang baitul mal aceh. Dalam
UUPA disebutkan pada pasal 180 ayat (1) huruf d bahwa “zakat merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah aceh dan kabupaten/kota”.’

Zakat sebagai PAD sebagaimana disebutkan dalam pasal 180 ayat (1)
Undang-Undang Pemerintah Aceh menjadi Suatu polemik yang harus di
perhatikans Permasalahan ini terpicu karena penggunaan dana zakat sebagai
PAD dimana dana zakat harus-melcwati proses keuangan yang sama dengan
keuangan daerah bukan berdiri sendiri dengan pengelolaan dana zakat yang
mandiri. Pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah ini juga berbeda
sistemnya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan zakat nasional
(BAZNAS) dan lembaga-lembaga yang dibentuk untuk mengelola zakat
lainnya yang tidak memasaukkan dana zakat sebagai sumber pendapatan
daerah.

Zakat dalam bahasa arab berarti kesucian atau tumbuh dan berkembang

baik secara fisik maupun non fisik. Sedangkan dalam literatur ilmu fiqih islam,

4 TM. Daniel Djuned, Baitul mal Lembaga Resmi Pengelola Zakat Makalah
Disampaikan Pada Raker Bimtek Baitul Mal se-Prov NAD 11-12 Juli 2006, Asrama Haji
Banda Aceh, him 2.

5 Undang-Undang RI, Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.



zakat merupakan pengeluaran harta seorang muslim dari hak Allah SWT.
untuk disalurkan kepada golongan masyarakat tertentu dengan prosedur
tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat kita pahami bahwa zakat
merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim dari
perolehan harta atau kekayaan mereka. Zakat harus dikelola dan di salurkan
secara benar sebagaimana ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai
landasan umat beragama islam. Keéwajiban pengelolaan zakat ini dapat kita
dihat dalam surat at-Taubah ayat 60.

Permasalahanpun kemudian timbul dalam implimentasi kekhususan
menjalankan/pemerintahan Aceh. Khususnya dalam pengelolaan zakat oleh
pemerintah Aceh yang tercantum dalam UU nomor 11 tahun 2006 atau UUPA
(Undang-Undang Pemerintah Aceh). Sejalannya pemerintahan sejak diberikan
kewenangan khusus terhadapa Aceh oleh pemerintah pusat dan dibentuknya
Baitul Mal yang salah satu tugasnya adalah mengelola zakat sebagaimana
disebutkan dalam pasal 191 UUPA«yang berbunyi “Zakat, harta wakaf, dan
harta agama dikelola oleh Baitul-Mal Aceh 'dan Baitul Mal Kabupaten/Kota
yang diatur dalam Qanun’.. Dengan  terbentuknya Baitul. Mal di Aceh
seharusnya dapat dikelola dengan lebih mandiri dan dapat di jalankan lebih
optimal khususnya dalam permasalahan zakat.

Meskipun pada dasarnya baitul mal aceh merupakan suatu lembaga yang
berdiri sendiri yang seharusnya mandiri dalam-mengelola dana termasuk zakat,
namun dengan aturan yang tercantum dalam UUPA Nomor 11 tahun 2006
yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007
bahwasanya dalam mengelola dana zakat, baitul mal harus mempertanggung-
jawabkan/melaporkan dana zakat kepada pemerintah dengan memasukkan
dana zakat tersebut kedalam program-program yang direalisasikan oleh Baitul
Mal Aceh.

Terbentuknya UUPA yang menjadi senjata andalan masyarakat Aceh

sebagai ciri  kekhususannya yang sangat dibanggakan. Namun



implementasinya masih sangat kurang sebagaimana tujuan UUPA itu sendiri.
Di dalam UUPA juga mengatur tentang permasalahan zakat dan
pengelolaannya sebagaimana tercantum di dalam pasal 180 yang berbunyi
“zakat merupakan salah satu sumber penerimaan daerah (PAD) Aceh dan PAD
kabupaten/kota”. Mengenai isi dari salah satu pasal dalam UUPA ini harus
dijadikan titik pandang yang khusus, sebagaimana dalam pasal 180 ayat (1)
dijelaskan bahwa zakat merupakan salah satu sumber penerimaan daerah
(PAD) yang mana berarti zakat dikelola berdasarkan sistem keuangan daerah
dan segala prosesnya melewati prosedur keuangan daerah.

Jika menurut ketentuan UUPA yang tercantum’dalam pasal 180 ayat (1)
adalah zakat tersebut harus disalurkan melalui Baitul Mal dan kemudian
dikelola berdasakan ketentuan pemerintah schingga dalam pengelolaannya
akan menghadapi kendala-kendala baik dari segi waktu dan juga kebebasan
Baitul Mal dalam  mengelola serta menggunakan dana zakat sesuai
kebutuhannya. = Kosekuensi penerapan dari pengelolaan zakat sebagai
pendapatan asli daerah bahwa zakat yang dikumpulkan oleh baitul mal aceh
harus dikumpulkan kedalam kas keuangan.daerah dan segala prosesnya harus
tunduk kepada aturan dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut
tentu sangat menjadi masalah, ,dimana scharusnya dana zakat yang
dikumpulkan oleh baiitul mal aceh yang dapat dikelola mandiri oleh baitul mal
dan dapat disalurkan langsung kepada golongan penerima zakat, namun harus
melewati proses yang sangat rumit dari mulai kemendagri hingga pemerintah
daerah sehingga dana zakat tersebut dapat digunakan.

Ketika suatu dana zakat dikumpulkan dan dikelola sebagai pendapatan
asli daerah, logikanya bahwa dana zakat boleh digunakan untuk membiayai
belanja daerah sebagaimana pendapatan asli daerah lainnya. Hal tersebut jelas
bertentangan dengan prinsip yang syariat dimana pengelolaan zakat yang

seharusnya dikelola oleh amil zakat (baitul mal) dan ditujukan kepada orang-



orang sebagaimana telah ditentukan dalam al-Quran sebagai golongan
penerima zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin
melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat Sebagai
Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh (Studi Pada Dinas Keuangan
Aceh)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini 1alah sebagai berikut:
1. Bagaimana perencanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai
PAD?
2. Bagaimana pengorganisasian pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai
PAD?
3. 'Bagaimana pelaksanaan pengelolaan” zakat oleh Baitul Mal sebagai
PAD?
4. Bagaimana pengawasan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal sebagai

PAD?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal
sebagai PAD.

2. Untuk mengetahui pengorganisasian pengelolaan zakat oleh Baitul Mal
sebagai PAD.

3. Untuki mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal
sebagai PAD.

4. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal

sebagai PAD.



D. Penjelasan Istilah
Agar menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah
yang terdapat didalam penulisan ini, maka penulis memandang perlu
menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah-
istilah yang dimaksud sebagai berikut:
1. Pengelolaan
Pengelolaan adalah proses wyang memberikan pengawasan pada
semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijaksanaan dan pencapaian
tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu
hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.
Pengelolaan dapat juga diarttkan sebagai untuk melakukan sesuatu agar
lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang
dipakai dalam ilmu pengelolaan. Secara etomologi istilah pengelolaan
berasal dari kata kelola (70 manage) dan biasanya merujuk pada proses
mengurus atau menangani sesuatu untukmencapai tujuan tertentu.® Jadi
pengelolaan merupakan ilmu pengelolaan yang berhubungan dengan proses
mengurus dan menangani sesuatu untuk-mewujudkan tujuan tertentu yang
ingin dicapai.
2. Zakat
Pengertian zakat-menurut bahasa diambil-dari kata “zaka” yang
memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan
secara terminologi zakat merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah
SWT atas harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak
menerima dalam jumlah dan perhitungan yang telah ditentukan.” Zakat
adalah perintah Allah yang diberikan kepada orang mampu agar

memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan

® Nugroho, Good Governance, (Banda Aceh: Mandar Maju, 2003), him. 113.
" Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat,
2015), hlm. 67



(fakir dan miskin). Zakat merupakan bagian dari lima rukun islam yaitu
rukun islam yang ketiga. Zakat juga disebut azzakah yang bermakna
penyucian jiwa, tumbuh dengan kebaikan dan harapan untuk mendapat
keberkahan dari Allah SWT. Karena memiliki nilai yang sangat penting
didalam agama Islam, zakat sangat ditekankan 8 didalam Al-Quran.®
3. Baitul Mal

Baitulmal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti “rumah”, dan
al-mal yang berarti “harta”. Baitulmal berarti rumah untuk mengumpulkan
atau menyimpan harta. Baitulmal adalah suatu lembaga atau pihak yang
mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa
pendapatan maupun pengeluaran negara.
4. Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan
Pendapatan Daerah adalah halspemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.’
Pendapatan Asli Daerah. (PAD) merupakan pendapatan daerah yang
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil-retrebusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daetah dalam
menggali pendanaan dalam  pelaksanaan —otonomi daerah sebagai
perwujudan asas disentralisasi.'?

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu

sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang

8 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), him. 152

® Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah

10 Rudy Badrudin, Ekonomi Otonomi Daerah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPH,
2009), hala. 99



bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retrebusi daerah,
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah.!!

E. Kajian Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis
berusaha melakukan kajian awal teérhadap pustaka dan karya-karya yang
berkaitan dengan topik pembahasan yangwingin diteliti dan sepanjangan
penelusuran, bahwa secara penelitian dan pembahasan secara penelitian dan
pembahasan sécara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai :
“Prosedur Pengelolaan Dana Zakat Yang Dikelola oleh Baitul Mal Aceh yang
Mengikuti Sitem Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Adapun karya
ilmiah yang berkaitan adalah sebagai berikut :

Wilda Agustia, S.Sy. 2017. Tesis tentang “Tinjauan Magqasid Asy-
Syari‘ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di
Baitul Mal Aceh”, Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas™ Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang
membedakan tesis ini dengan penelitiansyang ingin penulis teliti adalah tesis
tersebut meneliti tentang bagaimana pengelolaan zakat di banda aceh menurut
tinjauan Maqasid Asy-Syaii’ah.-Sedangkan-penulis ingin meneliti bagaimana
regulasi pengelolaan dana zakat di aceh yang mengikuti sistem pendapatan
asli daerah.

Budi, 2017, skripsi tentang “Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan
Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang)”. Diajukan kepada fakultas dakwan
& ilmu komunikasi unversitas islam negeri raden intan lampung. Yang
membedakan spripsi ini dengan penelitian yang ingin penulis kaji terletak dari

wilayah kajian yang dilakukan. wilayah yang menjadi objek kajian yang

1 Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, (Jakarta: Mitra Wacana Media,
2011), hal. 382



dilakukan pada skripsi tersebut adalah BAZ Kabupaten Tulang Bawang,
sedangkan yang ingin penulis kaji di wilayah Aceh. Dan persamaannya
terletak dari kajiannya sama-sama mengkaji pentang proses pengelolaan dana

zakat.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu
memerlukan data-data yang-lengkap dan objektif serta mempunyai metode
penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang
hendak dibahas guna.menyelesaikan penulisan karya.ilmiah tersebut. Adapun
metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif
analisis, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, terhadap suatu
individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan
antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat. '

Penelitian ini ialah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.
Penelitian hukum normatif adalah,suatu proses untuk menemukan suatu aturan
hukum, prinsip-prinsip —hukum, “maupun- doktrin-doktrin “hukum guna
menjawab isu hukum yang.-dihadapi.'’Pada penelitian hukum jenis ini,
seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma
yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.'*

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai gelaja dan

12 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada), 2008, hlm. 25.

13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010),
hlm. 35.

4 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2006), him. 118.



tindakan sosial yang bertentang dengan hukum.!

10

> Pendekatan yuridis

sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata

masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya

menuju kepada penyelesaian masalah. '

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitianini” ialah penelitian_lapangan (Field Research).
Penelitian lapangan ialah penelitian dengan mengamati kegiatan keseharian
manusia defigan menggunakan panca indra sebagai alatibantu utamanya.'’
Jadi metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang
terjadi di lokasi penelitian melalui ‘wawancara secara sistematis dan
berlandaskan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini juga bersifat
penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara
mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, qanun-
ganun, undang-undang; jurnal, artikel dan yang lainnya yang berkaitan

dengan pembahasan ini; schingga ditemukan data-data yang akurat.

2. Sumber Data
Adapun sumber data ‘dalam penelitian ini terdiri dari data primer
dan data sekunder. Untukilebih jelasnyardapat dilihat pada uraian di bawah

ini.

15 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2007), him. 102.

10

16 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm.

17 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Press,

2007), hlm. 143
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a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data
pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.'® Adapun data primer
yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara,
dokumentasi dan studi kepustakaan.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau
sumber sekunder dari'sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang
kita butuhkan.!” Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur.
Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang
memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal

ilmiah, artiker dan situs internet.

3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data” yang sesuai dengan penelitian, penulis
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara ialah™ wsaha _mengumpulkan informasi dengan
mengajukan sejumlah pertanyaan secara-lisan, untuk dijawab secara lisan
pula. Secara sederhana-wawancara-diartikan sebagai alat pengumpul data
dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya
jawab, antara pencari_ informasi dan sumber informasi.’® Wawancara
adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.?! Adapun yang menjadi

8 Burhan Bugin. Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan
Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011),
hlm.132.

19 ibid.132.

20 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajahmada Press,
2007), hlm. 118

2l Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta,
2005), hlm. 29-30
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subjek dalam penelitian ini ialah pihak Baitul Mal Aceh dan pihak Dinas
Keuangan Aceh. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis
terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar
hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam
suara berupa recorder.
b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah\suatu cara pengumpulan data yang
menghasil-kan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah
yang teliti, sehingga diproleh data yang lengkap, sah dan bukan

bedasarkan perkiraan.??

Adapun dokumen yang digunakan dalam
penelitian ini berupa profil Baitul Mal Aceh, laporan tahunan pengelolaan
dana zakat Baitul Mal Aceh, foto-foto penelitian dan sebagainya.
c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk
menghimpun informast yang relevan dengan topik atau masalah yang
menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-

buku, Karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan-sumber tertulis

lainnya. Baik yang diperoleh dati studi pustaka maupun media internet.

4. Teknik Analisa Data

Setelah ‘data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya
penulis lakukan adalah tahap analisa ini adalah tahap yang penting dan
menentukan. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil
menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab
persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun metode analisis
data yang penulis gunakan adalah metode analisa data deskriptif kualitatif.

Analisa data deskriptif kualitatif adalah analisa data yang dilakukan terhadap

22 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Rineka Cipta,
2008), him. 158.
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seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori,
kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan tanpa
menggunakan rumus statistik. Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk
pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-
Raniry Banda Aceh.

G. Pedoman Penulisan

Penulisan karya.lmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan
skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang
disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya
tersendiri, namun masth dalam konteks yang saling berkaitan antara satu
dengan yang lainnya.

Secara sistematis.. penulisan ini /merupakan materi pembahasan
keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang
didalamnya ‘terurai mengenai--latar..belakang penulisan skripsi, rumusan
masalah kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan
skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan
sistematika penulisan.

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut
konsep teori pengelolaan, Dana Zakat, Baitul Mal dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian

terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
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pengelolaan dana zakat oleh Baitul Mal Aceh yang mengikuti sitem keuangan
PAD.
Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas

sebelumnya dan saran saran.

AR-RANIRY




